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Faza Makitsuna Ajriya. Pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Sustainability Report terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019-2024. Dibimbing oleh Bapak Irwansyah. Penghindaran pajak menjadi isu penting karena dapat mengurangi penerimaan negara dan berisiko bagi reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan (corporate governance) dan kebijakan transfer pricing terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2024. Corporate governance diukur melalui mekanisme seperti kepemilikan institusional dan komite audit, sedangkan transfer pricing dilihat dari aktivitas transaksi afiliasi antar perusahaan dalam satu grup usaha. Penghindaran pajak diukur menggunakan indikator cash effective tax rate (CETR). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan antara kepemilikan institusional, komite audit, serta Transfer Pricing terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Corporate Governance, Transfer Pricing, dan Sustainability Report berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan mekanisme tata kelola yang ada tetap memiliki potensi melakukan penghindaran pajak, serta aktivitas transfer pricing menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk menurunkan beban pajak secara legal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan tata kelola perusahaan yang lebih transparan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Sustainability Report Penghindaran Pajak, Bursa Efek Indonesia.









ABSTRAK
Faza Makitsuna Ajriya. The Influence of Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Sustainability Report on tax avoidance practices in food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2024 period. Supervised by Mr. Irwansyah. Tax avoidance has become an important issue as it can reduce state revenue and pose risks to a company’s reputation. This study aims to analyze the influence The Impact of Corporate Governance and Transfer Pricing Policies on the Level of Tax Avoidance in Food and Beverage Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)during the 2019–2024 period. Corporate governance is measured through mechanisms such as institutional ownership and the audit committee, while transfer pricing is observed from affiliated transactions among companies within the same business group. Tax avoidance is measured using the cash effective tax rate (CETR) indicator. The research method used is quantitative with multiple regression analysis to examine the relationship between institutional ownership, audit committees, and transfer pricing on tax avoidance. The results show that both corporate governance and transfer pricing have a positive and significant effect on tax avoidance. These findings indicate that companies with existing governance mechanisms still have the potential to engage in tax avoidance, and that transfer pricing activities are one of the strategies used to legally reduce tax burdens. This study is expected to provide insights for the government and companies in improving tax compliance and promoting more transparent corporate governance.
Keywords: Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Sustainability Report, Tax Avoidance, Indonesia Stock Exchange.
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1.1 [bookmark: _Toc223975469]Latar Belakang
Sistem perpajakan modern berperan krusial dalam menopang keuangan negara. Melalui pungutan wajib yang dikenakan kepada individu dan entitas bisnis, pemerintah memperoleh pendapatan yang signifikan. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan usaha. Kewajiban tersebut bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2018, presentase capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 92,41% lalu mengalami penurunan menjadi 84,44% tahun 2019 dan pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yakni tahun 2020 sebesar 89,25%, 2021 sebesar 100,18% dan 2022 sebesar 114%. Pada tahun 2020, presentase capaian realisasi penerimaan pajak meningkat akan tetapi penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan sangat tajam dibandingkan tahun naik jumlah penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 1.070 triliun sehingga mengalami penurunan sebesar 19,7% dari penerimaan pada tahun 2019. Penerimaan ini disebabkan adanya faktor. Faktor tersebut adalah Wajib Pajak (WP) menurun dikarenakan ekonomi dari masing-masing. WP pun menurun dan pemerintah memberikan insentif secara besar (Timesindonesia.co.id).
Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak memiliki implikasi yang signifikan terhadap desain sistem perpajakan. Di satu sisi, perusahaan berusahan memanfaatkan berbagai insentif dan celah hukum untuk mengurangi beban pajak. Tensi antara kedua kepentingan ini sering kali menjadi perdebatan dan perselisihan ( Widyastutu et al. 2022) pada (Valentina Ardia, 2024). Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun hal ini mengandung risiko berupa reputasi negatif masyarakat terhadap perusahaan. Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang kompleks dan unik karena di satu sisi tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan, namun di sisi lain praktik tersebut tidak diharapkan oleh pemerintah (Septanta, 2023) pada (Valentina Ardia, 2024). 
Berkurangnya peneerimaan pajak akibat maraknya praktik penghindaran pajak dapat berdampak buruk terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional dan memberikan pelayanan publik. Konflik kepentingan antara tujuan memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan kewajiban membayar pajak yang adil seringkali menjadi tantangan dalam praktik bisnis. Penerepan strategi penhindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan sanksi hukum bagi perusahaan. Kemudian, selain itu, Good Croporate Governance (GCG) dan Tranfer Pricing juga dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman.
Kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi telah banyak terjadi, salah satunya penghindaran pajak yang di lakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jendral Pajak dalam kasus ini menemukan adanya pembekakan biaya yang besar sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang dan setoran pajak pun menjadi lebih kecil. Hal ini menimbulkan kekurangan pajak penghasilan PT. Coca Cola Indonesia sebesar Rp 29,24 Milyar. Direktorat Jendral Pajak dalam kasus ini mengindikasikan bahwa PT. Coca Cola Indonesia telah melakukan Transfer Pricing untuk penghindaran pajak.
Salah satu contoh kasus penghindaran pajak terjadi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak tersebut dilaporkan mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Kasus ini bermula ketika perusahaan mendirikan entitas baru, yaitu PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dengan mengalihkan aktiva, pasiva, serta kegiatan operasional dari divisi noodle atau pabrik mi instan ke perusahaan tersebut. Langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ekspansi usaha yang berpotensi digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap menetapkan bahwa perusahaan wajib memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang sebesar Rp1,3 miliar., dan PT Uniliver Indonesia Tbk juga melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara legal dengan mengurangi beban pajak sebesar Rp 800 milyar dan memanfaatkan kebijakan Transfer Pricing (Yusuf & Maryam, 2022).
Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan. Wujud dari sistem tersebut tercermin lewat dinamika interaksi antar-pemangku kepentingan dalam menjalankan operasional bisnis, beserta prinsip-prinsip fundamental yang memandu praktik manajemennya. Sementara itu, rancang bangun tata kelola perusahaan pada sebuah entitas bisnis sangat bergantung pada sejumlah variabel, di antaranya kerangka teori korporat yang diadopsi, kultur kerja internal, hingga tatanan regulasi nasional yang mengikat. Meskipun terdapat perbedaan dalam penerapannya, pada dasarnya seluruh konsep corporate governance memiliki tujuan dan makna yang serupa. (Purbowati, 2021).
Dalam tata kelola perusahaan yang baik atau Corporate Governance dewan direksi diberi kebebasan untuk mengembangkan perusahaan, tetapi tetap harus menetapkan prinsip akuntabilittas secara efektif. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik tentu tidak akan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya. Menurut Tunggal (2016: 24) Corporate governance merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi proses pengendalian dalam kegiatan perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan atau nilai saham. Selain itu, sistem ini juga menjadi bentuk perhatian perusahaan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, karyawan, serta masyarakat di sekitarnya. (Tunggal, 2016: 24). Komponen Corporate Governance yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak antara lain kepemilikan institusional dan komite audit (Tunggal, 2016: 24).
Kepemilikan institusional adalah orang yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi agar lebih besar kemungkinan keputusan-keputusan yang diambil oleh para manajer dapat dipantau agar lebih efektif dan adil (Arianandini & Ramantha, 2018). Menurut (Tarjo, 2018 dalam Sara Angerni, 2019) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan atau lembaga, baik perusahaan asuransi, perusahaan insvestasi, bank, maupun otoritas lainnya. 
Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan meningkatkan pengawasan agar lebih efektif. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi berarti investor pengendali memiliki kendali lebih besar terhadap perilaku manajer. Dalam Khoirunnisa (2016) ditemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati Nani (2021), penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang berperan membantu operasional dan tanggung jawabnya (Arnes dan Loebbecke, 2014). Tujuan komite audit adalah untuk memediasi antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi konflik (Arnes dan Loebbecke, 2014). Seperti yang dikemukakan oleh Marfiah dan BZ (2016) melalui penelitiannya, bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian mengenai pengaruh Corporate Governance terhadap penghindaran pajak. Hasil empiris Winata (2014) menunjukkan bahwa Coporate Governance yang diberikan oleh komite khusus dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dulakukan Agung et al. (2016) hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Silvia dan Puji (2014) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Faktor lainnya ialah Transfer Pricing. Transfer Pricing adalah tindakan pengalokasian laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain, dalam grup perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya penghindaran pajak. Namun banyak perusahaan melakukan transfer pricing untuk menekan beban pajak yang dilakukan perushaan terlalu banyak, sehingga terjadilah penghindaran pajak. Penerapan transfer pricing sering digunakan dalam praktik bisnis untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. 
	Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Sustainability Report. Sustainability Report ialah sesuatu hal yang voluntary atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan (Astika et al., 2021). Sustainability Report, tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk berperilaku secara etis sekaligus berperan dalam pengembangan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya maupun masyarakat di lingkungan yang lebih luas (Nabila et al., 2022). 
Salah satu wujud implementasi tanggung jawab perusahaan adalah kepatuhan dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional (Itjang D Gunawan, 2019). Di Indonesia, informasi mengenai keberlanjutan perusahaan diungkapkan melalui sustainability reporting, yang disusun sebagai laporan tambahan selain laporan keuangan tahunan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sustainability Report  mempengaruhi  penghindaran  pajak  (Tax  Avoidance)  karena perusahaan dengan nilai laporan keberlanjutan yang lebih tinggi membuat penghindaran pajak yang dilakukan lebih sedikit. 
Pengungkapan Sustainability Report dipengaruhi oleh penghindaran pajak hal ini disebabkan dalam pengungkapannya dipengaruhi oleh nilai, motif serta pengambilan keputusan oleh manajer (Muljadi et al., 2022). Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Good Corporate Governance, Tranfer Pricing, Dan Sustainability Report Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursfa Efek Indonesia Tahun 2019-2024”.

1.1 Rumusan Masalah
Mengacu pada konteks permasalahan yang telah dijelaskan, studi ini memfokuskan kajian pada beberapa rumusan masalah berikut:
1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Transfer Pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Sustainability Report berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
1.2 [bookmark: _Toc223975470]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap praktik penghindaran pajak
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap praktik penghindaran pajak
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Transfer Pricing terhadap praktik penghindaran pajak
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Sustainability Report terhadap praktik penghindaran pajak

1.3 [bookmark: _Toc223975471]Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan bukti empiris mengenai hubungan antara mekanisme Corporate Governance, praktik Transfer Pricing dan pengungkapan Sustainability Report terhadap perilaku manajemen dalam melakukan Penghindaran Pajak. Berdasarkan teori agensi, adanya konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemegang saham (principal) dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana peran tata kelola perusahaan dan transparansi pelaporan non-keuangan (seperti Sustainability Report) dapat menjadi mekanisme pengendali atau perilaku oportunistik tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan ilmu akuntansi terutama pada akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan penerapan penghindaran pajak dalam perusahaan sektor makanan dan minuman.
2. Manfaat praktis
a. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait pengenaan pajak terhadap perusahaan
b. Bagi Perusahaan
Agar perusahaan dapat mematuhi kewajiban perpajakan atas penghasilannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian..
c. Bagi Perguruan Tinggi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber referensi serta bahan pertimbangan bagi pembaca di masa yang akan datang






[bookmark: _Toc223975472]BAB II 
KAJIAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _Toc223975473]Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen dan Meckling merupakan pencetus teori keagenan pada tahun 1976. Teori keagenan (Agency Theory) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara pihak pemilik atau pemberi wewenang (principal) dengan pihak yang diberi tugas (agent). Hubungan ini terjadi ketika satu atau lebih pihak principal mempekerjakan pihak lain untuk memberikan jasa dan kemudian memberikan wewenang kepada agent untuk mengambil keputusan tertentu. Hubungan antara pricipal dan agent dapat menyebabkan ketidak seimbangan informasi antara principal dan agent (informasi asimetris) karena agent berada dalam posisi memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada principal. Teori keagenan adalah teori yang muncul saat ada kesepakatan diantara kedua pihak untuk mengelola perusahaan terpisah antara pemiik perusahaan dan pengelola perusahaan.
Permasalahan yang timbul antara principal dengan agent biasa dikenal dengan istilah agency problem. Agency problem bisa terjadi karena manajemen (agent) membuat kebijakan yang tidak memaksimalkan keuntungan bagi pemilik saham (principal). Menurut Ratmaningdya & Cahaya (2021) Keterkaitan antara teori keagenan dan praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari adanya kepentingan pemegang saham yang menginginkan manajemen perusahaan mengelola laporan keuangan secara efektif guna menghasilkan keuntungan yang optimal. Namun demikian, terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan otoritas pajak, di mana perusahaan berupaya menekan beban pajak serendah mungkin untuk meningkatkan laba, sedangkan otoritas pajak berupaya memperoleh penerimaan pajak yang maksimal dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan GCG yang diharapkan dapat menekan masalah agensi (Edeline & Sandra, 2018).
Hubungan teori keagenan dengan Good Corporate Governance. Teori keagenan menjelaskan adanya kontrak yang menimbulkan perbedaan kepentingan antara agent dan principal yang diakibatkan oleh adanya asimetris informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak, ada kemungkinan bahwa agent tidak bertindak demi kepentingan terbaik principal. Agent memiliki banyak informasi dibandingkan principal. Sehingga dibutuhkan Corporate Governance mutlak perlu ada dalam setiap Perusahaan. Salah satu cara yang digunakan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen laba dan untuk menghindari akibat agency problem adalah dengan menerapkan Corporate Governance yang baik.
Selain itu, hubungan teori keagenan dengan Tranfer Pricing dimana pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan akan selalu bertidnak untuk kepentingan dirinya sendiri. Manajemen selaku agent yang diberi wewenang oleh principal untuk mengelola asset Perusahaan sehingga manajemen memiliki tanggung jawab agar principal mendapatkan keuntungan yang besar maka dari itu manajemen mempunyai dorongan untuk melakukan transfer pricing sebagai tujuan mengurangi pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh Perusahaan. Teori keagenan dalam penelitian ini konflik antara pemegang saham yang menyebabkan timbulnya peluang untuk mengeksploitasi hak dari pemegang saham minoritas melalui kepemilikan asing. Pemegang saham mayoritas memindahkan asset dan laba dari Perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, transaksi tersebut dilakukan dengan transfer pricing (Manalu, 2021).
Hubungan teori keagenan dengan Sustainability Report hal tersebut merupakan salah satu upaya manajemen dalam meningkatkan kinerja sosial perusahaan. Pengungkapan Sustainability Report diharapkan dapat memberikan citra positif terhadap manajemen di mata para pemangku kepentingan. Sehingga pengungkapan Sustainability Report menurut teori agensi merupakan kepentingan atau hal yang sangat mendasar.
2.2 [bookmark: _Toc223975474]Penghindaran Pajak
Pajak merupakan sumber penghasilan utama bagi negara, dimana sebagian besar penghasilan negara membiayai kebutuhan negara bersumber dari pendapatan pajak. Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan ialah self-assesment, di mana wajib pajak diserahkan kepercayaan penuh untuk menghitung, melaporakan, dan menyelesaikan pajak sesuai dengan ketentuan seharusnya. Hal inilah yang membuat celah sangat besar untuk wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Astuti (2019) dalam penelitiannya menyatakan penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan peluang dalam peraturan perpajakan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Utami & Syafiqqurrahman (2018) Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak yang dilakukan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan
Secara yuridis, penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Namun demikian, praktik tersebut kerap mendapat sorotan dari otoritas pajak karena dipandang memiliki konotasi negatif. Penghindaran pajak sangat mugnkin terjadi karena aturan atau undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran. Kompleksnya aturan pajak memungkinkan timbulnya penafsiran yang menguntungkan wajib pajak, yang kemudian memicu lahirnya tax avoidance (Utami &Syafiqurrahman, 2018). Oleh karena itu diperlukan adanya keseimbangan antara mengoptimalkan maanfaat pajak dan mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari tindakan penghindaran pajak.
2.3 [bookmark: _Toc223975475]Good Corporate Governance (GCG)
 Good Corporate Governance (GCG) adalah suati sistem (input, proses, output) dan sepenrangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penerapan GCG dalam perusahaan dilakukan untuk mengatur hubungan antara para pemangku kepentingan serta mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam penerapan strategi perusahaan, sehingga setiap kesalahan yang muncul dapat segera diperbaiki.
Prinsip GCG di Indonesia tercantum dalam Keputusan Mentri BUMN No. Kep-16/MBU/2012 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN pada Bab II Pasal 3 meliputi 5 prinsip yaitu: (1) Transparency; (2) accountability; (3) respobsibility; (4) independency; (5) fairness. Implementasi suatu bisnis yang beretika dilihat dengan adanya suatu administrasi perusahaan yang baik. 
Dengan adanya pengelolaan administrasi yang baik dalam organisasi, maka dapat menghasilkan keputusan yang memiliki integritas yang tinggi dalam mencapai kesejahteraan bagi semua pihak. GCG dalam penelitian ini telah diproksikan dengan kepemilikan institusional dan komite audit.
2.3.1 [bookmark: _Toc223975476]Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan lembaga lainnya. Kepemilikan ini biasanya diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh institusi maupun blockholder, yaitu pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari lima persen (5%) dari total saham perusahaan, namun tidak termasuk dalam kategori kepemilikan oleh pihak insider atau manajemen. (Rusli & Zirman, 2017). Keuntungan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional antara lain: (1) memiliki profesionalisme; (2) memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat di dalam perusahaan.
2.3.2 [bookmark: _Toc223975477]Komite Audit
Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), komite audit menjadi salah satu organ perusahaan yang memiliki peran penting dan keberadaannya bersifat wajib.” Dewan komisaris diwajibkan membentuk komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota. Anggota komite audit tersebut diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Pembentukan komite audit dengan jumlah anggota yang relatif sedikit bertujuan agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Namun demikian, kondisi ini juga memiliki kelemahan karena terbatasnya variasi pengalaman yang dimiliki oleh para anggotanya. Oleh karena itu, anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan serta prinsip-prinsip pengawasan internal. Berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15, komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Adhelia, 2018).
2.4 [bookmark: _Toc223975478]Tranfer Pricing
Merujuk pada aturan Dirjen Pajak melalui PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah proses menentukan harga atas sebuah transaksi antar-pihak yang punya kedekatan khusus. Aturan lain dari Kemenkeu, yaitu PMK No. 213/PMK.03/2016, juga mewajibkan wajib pajak untuk menyimpan data atau dokumen pendukung tertentu jika bertransaksi dengan pihak-pihak berelasi khusus tersebut, lengkap dengan panduan pengurusannya.
Pada dasarnya, harga transfer ini berarti patokan nilai tukar antar-pihak yang berafiliasi. Afiliasi di sini maksudnya ada relasi istimewa dengan si wajib pajak. Sementara itu, pandangan OECD yang dikutip oleh Firmansyah (2020:560) menyebutkan bahwa konsep ini merupakan harga yang disepakati untuk bertransaksi di dalam lingkup grup perusahaan multinasional. Nilainya bisa saja tidak sama dengan harga pasar pada umumnya, asalkan masih sejalan dengan tujuan utama grup bisnis tersebut.
Di sisi lain, Amrie Firmansyah (2020:41) membagi praktik ini ke dalam dua kelompok, yakni intra-company dan inter-company. Tipe intra-company dipakai saat menentukan harga transaksi antar-bagian atau divisi di dalam satu perusahaan yang sama. Sedangkan tipe inter-company berlaku untuk penetapan harga transaksi lintas dua perusahaan yang masih punya relasi istimewa. Lokasi kedua perusahaan ini bisa berada di negara yang sama disebut transfer domestik ataupun melintasi batas negara (transfer internasional). Secara umum, terdapat tiga metode yang digunakan dalam transfer pricing (Firmansyah, 2020:41), yaitu:
1) Metode transaksi tradisional, yang meliputi metode harga tak terkendali yang sebanding (comparable uncontrolled price), metode biaya tambahan (cost plus method), dan metode harga jual kembali (resale price method)
2) Metode laba transaksional, yang terdiri dari metode pembagian laba (profit split method) dan metode margin bersih transaksional (transactional net margin method).
3) Metode lain berbasis non-transaksional, seperti metode pembagian formularium (formulary apportionment) dan metode pembagian keuntungan global.
2.5 [bookmark: _Toc223975479]Sustainability Report
Pengertian Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) menurut Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting adalah sebagai proses yang dapat membantu perusahaan untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja serta mengelola perubahan menuju ekonomi global yang menggabungkan profitabilitas jangka panjang dengan tanggung jawab sosial dan perawatan lingkungan, pelaporan keberlanjutan merupakan suatu platform kunci untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial (Fuadah, 2017).
Sustainability Report merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perusahaan terus berusaha untuk mengembangkan kebijakan dan pelaksaan Sustainability Report. Menurut Yutaro & Miftatah (2020) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep organisasi mengenai berbagai bentuk tanggungjawab kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sustainability Report dianggap sebagai komitmen perusahaan terhadap kontribusi dalam pembangunan ekonomi serta masyarakat secara luas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dengan cara yang mendukung keberlanjutan dunia usaha dan pembangunan
Sustainability Report juga merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan kepada semua stakeholder melalui pemerintah. Perusahaan yang terlibat dalam praktik tax avoidance dapat dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial. Sustainability Report dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan komitmen berkelanjutan dari perusaahan dalam meningkatkan kualitas lingkungan (Tri & Ambarwati, 2020). Ketentuan mengenai pengungkapan Sustainability Report di Indonesia menggunakan konsep dari Global Reporting Initiative (GRI), yang digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan pelaporan laporan keberlanjutan serta pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan didalam laporan tahunan (Wijaya & Saebani, 2019).
2.6 [bookmark: _Toc223975480]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc223975515]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti
	Judul Peneliti
	Variabel
	Hail Penelitian

	1.
	Wiwik Rusdiyanti dan Nurhayati (2024)
	Pengaruh Good Corporate Governance, CSR Disclosure, Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak
	Variabel Independen
· Good Corporate Governance
· CSR
Disclosure
· Transfer Pricing

Variabel Dependen
· Penghindaran
Pajak

	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance dan Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan CSR Disclosure berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

	2.
	Yulinda Devi Pramita dan Eka Novia Susianti (2023)
	Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi
	Variabel Independen
· Transfer Pricing
· Koneksi Politik
· Thin Capitalization,
· Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Variable Dependen
· Penghindaran Pajak

Variable Moderasi
· Corporate Governance
	Hasil penelitian menunjukkan transfer pricing, koneksi politik dan thin capitalization berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Corporate governance dengan proksi dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh transfer pricing dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance.

	3.
	Viona Komara, Kurniawan, Hendrian
  (2022)
	Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance,
Corporate, Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
	Variabel Independen
· Transfer Pricing
· Corporate Governance
· Corporate Social Responsibility
· Capital Intensity

Variable Dependen
· Penghindaran Pajak

Variable Moderasi
· Ukuran Perusahan
	Pengujian ini menghasilkan Transfer Pricing, komite audit, Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh pada
penghindaran pajak, sedangkan capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan sehingga memoderasi atau memperkuat pengaruh transfer pricing, komite audit pada penghindaran pajak.

	4.
	Novita Indrawati dan Azhari Sofyan (2023)
	Penghindaran Pajak, Transfer Pricing, Mekanisme Good Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility.

	Variabel Independen
· Transfer Pricing
· Corporate Governance
· Corporate Social Responsibility
· Capital Intensity

Variable Dependen
· Penghindaran
· Pajak
	Hasil penelitian membuktikan bahwa mekanisme Good Corporate Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Corporate Social Responsibility berpengaruh positif secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, transfer pricing dan tingkat pengembalian aset tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak

	5.
	Yogie Noorprasetya dan Mutiara Tresna Prasetya (2023)
	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2022)
	Variabel Independen
· Corporate Governance
· Corporate Social Responsibility

Variabel Dependen
· Penghindaran Pajak
	Hasil penelitian membuktikan bahwa komisaris independen dan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 


Sumber : Olahan Peneliti, 2025.
2.7 [bookmark: _Toc223975481]Kerangka Konseptual
Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana praktik tax avoidance terjadi. Hal ini dapat dilihat dari sifat dasar manusia yang cenderung memiliki sikap mementingkan diri sendiri. Berdasarkan pernyataan Jansen dan Meckling (1976) bahwa teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak yakni manajemen (agent) dan pemegang saham (principal). Hubungan keagenan tersebut dapat menimbulkan masalah keagenan terjadi dikarenakan adanya kegiatan dalam satu kerja sama yang memiliki pembagian-pembagian tugas yang berbeda. 
Penerapan GCG membuat perusahaan akan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan untuk meningkatkan nilai, kinerja, dan kontribusi perusahaan serta menjadi keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Berdasarkan teori keagenanan, manajemen sebagai agent memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik sebagai imbalan.
Teori agensi berhubungan dengan transfer pricing dimana pihak-pihak yang terlibat didalam perusahaan akan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Manajemen selaku agen yang diberi wewenang oleh principal untuk mengelola aset perusahaan sehingga manajemen memiliki tanggung jawab agar principal mendapatkan keuntungan yang besar maka dari itu manajemen mempunyai dorongan untuk melakukan transfer pricing sebagai tujuan mengurangi pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. kerangka konseptual penelitian ini:
[image: ]
[bookmark: _Toc210691407]Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber : Olahan Peneliti, 2025.
2.8 [bookmark: _Toc223975482]Perumusan Hipotesis
2.8.1 [bookmark: _Toc223975483]Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak
Komite audit merupakan tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan serta sistem pengawasan internal perusahaan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan setiap emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Fadhilah, 2014). Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dan mengurangi penyimpangan terkait pengelolaan perusahaan. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi syarat kepada perusahaan terdaftar untuk memiliki komite audit minimal tiga orang. Keberadaan komite audit sangat penting dalam pengelolaan perusahaan karena merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham, dewan komisaris, dan pihak manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian perusahaan. Adanya independensi komite audit mampu meminimalkan tindakan kecurangan pelaporan keuangan karena komite audit yang independen tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam perusahaan.
Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingan sendiri karena pada dasarnya sifat manusia adalah makhluk individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Komite audit berperan dalam membantu dewan komisaris sebagai tugas pengawasan dengan hal tersebut dapat membantu pencegahan masalah keagenan yang terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen, seperti melakukan kecurangan dalam memenuhi kepentingan individu atau kelompok.
Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Fadhilah et al. (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Selain itu, penelitian mengenai variabel ini juga dilakukan oleh Diantri dan Ulupui (2016) menunjukkan hasil yang sama bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
 Hal ini berarti Dengan kewenangan yang dimiliki, komite audit berperan dalam mengawasi serta mencegah terjadinya tindakan penyimpangan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit diharapkan dapat menekan praktik penghindaran pajak sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal. Semakin kuat keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka penerapan Good Corporate Governance (GCG) akan semakin efektif, sehingga dapat meningkatkan potensi terjadinya praktik tax avoidance. Dengan demikian perumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.
H1: Komite Audit Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.
2.8.2 [bookmark: _Toc223975484]Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi tertentu yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak institusi perusahaan lain. Keberadaan institusi yang pemantauan yang dilakukan secara profesional terhadap perkembangan investasi akan memperkuat pengendalian terhadap tindakan manajemen, sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat ditekan. Besarnya kepemilikan yang dimiliki pemegang saham pengendali maka akan membantu meningkatkan kualitas GCG (Adhelia, 2018). Dengan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, pemilik institusional memiliki dorongan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.
Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional bertujuan untuk memantau manajemen sehingga dapat mendorong kesaksian pengawasan yang maksimal. Makin tinggi kepemilikan institusional, maka makin tinggi tingkat pengawasan terhadap para manajer yang dapat meminimalisir perselisihan kepentingan antar manajemen dengan prinsipal sehingga masalah keagenan berkurang. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham yang tinggi oleh institusi maupun pemerintah cenderung memiliki pengawasan yang lebih kuat dari investor institusional terhadap kinerja manajemen dalam mencapai laba yang diharapkan. 
Hal ini dapat mendorong manajemen untuk meminimalkan nilai pajak terutang yang dimiliki perusahaan. Dari pernyataan tersbut di dukung oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Laily (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dimana sebagai salah mekanisme dalam penerapan GCG dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 
Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Amalia dan Setiani (2018) yang menyatakan tingkat konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan pajak agresif perusahaan. Kepemilikan institusional yang rendah cenderung menurunkan praktik kebijakan pajak agresif melalui tax avoidance. Sebaliknya, semakin besar kepemilikan institusional, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif melalui tax avoidance akan semakin meningkat. Dengan demikian perumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.
H2: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak
2.8.3 [bookmark: _Toc223975485]Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak
Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional. Dalam praktiknya, harga yang ditetapkan dapat berbeda dari harga pasar yang wajar. Praktik ini memungkinkan perusahaan melakukan pengalihan beban melalui transaksi antar unit usaha yang sering dianggap sebagai upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak. (Sadeva et al., 2020).
Dalam teori agensi, manajemen dapat menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan laba ke negara dengan pajak lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak negara asal. Transfer pricing dipahami sebagai transaksi yang wajar terjadi antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dalam menentukan harga transfer atas transaksi barang maupun jasa. Namun, praktik transfer pricing kerap dipandang memiliki konotasi negatif karena dapat berpotensi merugikan negara (Pratomo & Triswidyaria, 2021).
Berkaitan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan dengan memanfaatkan mekanisme transfer pricing.. Penelitian oleh Sadeva et el., (2020), Pratomo & Triswidyaria (2021) membuktikan transfer pricing secara positif mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Maka, semakin tinggi tingkat transfer pricing yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak. Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka hipotesis ketiga yang dapat ajukan yaitu.
H3: Transfer Pricing Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak

2.8.4   Pengaruh Sustainability Report Terhadap Penghindaran Pajak
       Perusahaan dengan tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan yang tinggi cenderung tidak terlalu agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat pengungkapannya lebih rendah. Semakin tinggi pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Hal ini didukung dengan teori agensi bahwa Perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial bertujuan membangun image positif perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. 
Oleh karena itu perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial cenderung berupaya memperoleh keuntungan dengan tetap mematuhi batasan hukum, sekaligus berperan sebagai entitas bisnis yang etis dan bertanggung jawab dalam memenuhi aspek etika. Perusahaan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan yang tinggi cenderung kurang agresif dengan tujuan mendapatkan legitimasi dari masyarakat luar. 
       Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fortuna dan Herawaty, 2022), (Sari et al.,2022) dan (Sujudi et al., 2019) bahwa laporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Namun penelitian tersebut tidak didukung dengan penelitian (Rafika et al., 2022), (Putri & Nasruddin, 2023) dan (Purwanti et al., 2024) menghasilkan laporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:
H4 : Sustainability Report Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.
2.9 [bookmark: _Toc223975486]Model Penelitian
[image: ]
[bookmark: _Toc210691408]Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber : Olahan Peneliti, 2025
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[bookmark: _Toc223975487]BAB III 
METODE PENELITIAN

3.1 [bookmark: _Toc223975488]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Transfer Pricing, dan Sustainability Report terhadap Pengindaran Pajak. Variabel Corporate Governance akan di proyeksikan dengan variabel Kepemilikan Institusional dan Komite Audit. Maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan didefinisikan sebagai berikut: 
3.1.1 [bookmark: _Toc223975489]Variabel Dependen (Y)
3.1.1.1 Penghindaran Pajak
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian, variabel dependen juga dikenal sebagai variabel terikat, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen.
 Pengukuran variabel tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan rasio Cash Effective Tax Rate (CETR). (CETR). CETR dihitung menggunakan rasio beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajaknya. (Rohyati & Suripto, 2021). Penghindaran pajak dapat dihitung sebagai berikut:
CETR
 Sumber : Suandy, 2019.

4.1.1 [bookmark: _Toc223975490]Variabel Independen (X)
4.1.1.1 Good Corporate Governance (GCG)
1. Kepemilikan Institusional
 Kepemilikan institusional merupakan rasio kepemilikan saham perusahaan oleh institusi yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Pengawasan dari pemegang saham institusional dapat mendorong manajemen untuk lebih berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik yang mengutamakan kepentingan pribadi (Herrera & Andayani, 2020). Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi penghindaran pajak. Berikut rumusnya:

  Sumber : Herrera & Andayani, 2019

2. Komite Audit
 Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan membantu menjalankan tugasnya dalam bidang audit, pengelolaan risiko, serta pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan Perusahaan. Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI sekurang-kurangnya harus memiliki 3 orang yang tergabung dalam komite audit. (Syuaroh et al., 2022). Maka rumusnya:

              Sumber : Syuaroh et al., 2022




4.1.1.2 Transfer Pricing
Transfer Pricing yaitu suatu manipulasi harga yang dilakukan secara sistematis dengan maksud mengurangi laba dan membuat solah-olah perusahaan merugi guna menghindari pajak atau bea di suatu negara. Hasil perhitungan praktik ini dari total total piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dan di bagi dengan total piutang usaha (Panjalusman, 2018). Dengan rumusnya:

              Sumber : Panjalusman, 2018

4.1.1.3 Sustainability Report
            Laporan keberlanjutan yang diukur dengan menggunakan standar GRI2021 yang memiliki 147 item pengungkapan yang mewakili hak asasi manusia, tanggung jawab sosial perusahaan, ekonomi dan lingkungan. Item laporan keberlanjutan dalam laporan keuangan suatu perusahaan, seperti yang ada di GRI Standards memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, tergantung pada bagaimana laporan keberlanjutan tersebut dirancang dan diimplementasikan. Namun, jika laporan keberlanjutan digunakan agar perusahaan yang menjalankan laporan keberlanjutan memiliki wajah positif ada kemungkinan perusahaan tersebut juga terlibat dalam praktik penghindaran pajk. Dalam hal ini penelitian akan dihitung sebagai berikut:
                                                    CSRi  = ∑ 𝑋𝑖 
ni    
   Sumber : Fortuna dan Herawaty, 2022
3.2 [bookmark: _Toc223975491]Populasi dan Sampel Penelitian
	Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Informasi resmi perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman dapat dilihat dalam situs www.idx.co.id. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan serta informasi keuangan lainnya yang relevan selama periode 2019–2024. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sambel berdasarkan kriteria yang ditentukan, seperti: 
1. Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam subsektor makanan dan minuman serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2024.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian di BEI tahun 2019-2024
3. Perusahaan yang tidak terjadi kerugian di BEI selama tahun 2019-2024
4. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah pada laporan keuangannya selama tahun 2019-2024
5. Perusahaan yang mempunyai data outlier berkenaan variabel Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Sustainability Report dan Penghindaran Pajak selama periode 2019-2024 di BEI.





Berikut adalah prosedur dengan menggunakan metode purposive sampling:
[bookmark: _Toc197494352]Tabel 3.1 Sampel Penelitian
	No. 
	Keterangan
	Jumlah

	1.
	Perusahaan manufaktur pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2019–2024
	33

	2.
	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian 2019–2024
	(8)

	3.
	Perusahaan yang terjadi kerugian sepanjang periode 2019-2024
	(8)

	4.
	Perusahaan yang tidak mempunyai data outlier terkait variabel Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Sustainability Report dan Penghindaran pajak selama periode 2019-2024 di BEI
	(5)

	Total perusahaan yang masuk kriteria
	12

	Total sampel (6 periode)
	60


Sumber : www.idx.co.id (Data diolah, 2025)
3.3 [bookmark: _Toc223975492]Jenis dan Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit pada periode 2019–2024. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan perusahaan.
3.4 [bookmark: _Toc223975493]Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit selama periode 2019–2024. Selanjutnya, data tersebut dikumpulkan melalui metode observasi dan studi dokumentasi
3.5 [bookmark: _Toc223975494]Teknik Analisa Data
Analisis data dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk mengolah data, riset ini menerapkan pendekatan statistik deskriptif serta pengujian asumsi klasik. Pada tahap asumsi klasik, rangkaian tes yang dijalankan terdiri atas uji heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Setelah itu, analisis dilanjutkan dengan menggunakan model regresi linear berganda. Guna membuktikan hipotesis yang diajukan, penulis melakukan evaluasi lewat uji statistik t (parsial), uji signifikan F (simultan), beserta perhitungan nilai koefisien determinasi (R²).
3.5.1 [bookmark: _Toc223975495]Analisis Statistik Deskriptif
Merujuk pada pemaparan Purwanti dan Sugiyarti (2017), metode statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran umum atau profil dari sebuah kumpulan data. Penggambaran ini didasarkan pada sejumlah indikator pengukuran, mulai dari nilai rata-rata (mean), angka tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum), standar deviasi, varians, jarak data (range), jumlah keseluruhan (sum), hingga tingkat skewness dan kurtosis. Dengan demikian, pemaparan informasi angka-angka tersebut yang dibarengi dengan visualisasi lewat media tabel, grafik, maupun diagram lingkaran, diklasifikasikan sebagai perwujudan dari tahap analisis deskriptif.
3.5.2 [bookmark: _Toc223975496]Uji Asumsi Klasik
Tujuan utama dari pengujian asumsi klasik adalah memastikan kelayakan model penelitian dari berbagai indikasi penyimpangan. Berdasarkan pandangan Purwanti dan Sugiyarti (2017), serangkaian tes yang harus dilewati mencakup evaluasi terhadap kemungkinan adanya masalah heteroskedastisitas, problem multikolinearitas, gejala autokorelasi, serta untuk melihat tingkat kenormalan data.
3.5.3 Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2018:27), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk melakukan pengujian normalitas. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:
1. Jika Asymtotic Significance (signifikansi) > 0,05 data berdistribusi normal.
2. Jika Asymtotic Significance (signifikansi) < 0,05 tidak berdistribusi normal.
3.5.4 Uji Multikolinearitas
Tes yang satu ini berfungsi untuk melacak ada atau tidaknya hubungan (korelasi) yang kuat di antara sesama variabel bebas. Sebuah model regresi baru bisa dikatakan ideal jika variabel-variabel independennya tidak saling tumpang tindih atau berkorelasi. Untuk mendeteksi hal ini, peneliti bisa memantau besaran angka Variance Inflation Factor (VIF) beserta nilai tolerance-nya. Seperti yang diungkapkan Ghozali (2018:107), indikasi multikolinearitas terjadi ketika nilai VIF melampaui angka 10, atau saat nilai tolerance-nya lebih kecil dari 0,10.
3.5.5 Uji heteroskedastitas
Berdasarkan penjelasan Ghozali (2018:137), langkah ini dilakukan guna mengidentifikasi munculnya varians residual yang tidak seragam antara satu titik pengamatan dengan pengamatan yang lain di dalam model regresi. Persamaan regresi yang berkualitas mensyaratkan terbebas dari masalah heteroskedastisitas ini. Adapun pedoman untuk menilainya adalah sebagai berikut:
1. Jika terdapat pola tertentu, misalnya titik-titik membentuk pola yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka hal tersebut menunjukkan adanya heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas..
3.5.6 Uji Autokorelasi
Imam Ghozali (2017: 93) mengemukakan bahwa uji autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Hipotesis yang akan diuji adalah H0 yang berarti tidak ada autokorelasi atau (r = 0) dan Ha terdapat autokorelasi (r ≠ 0).
[bookmark: _Toc197494353]Tabel 3.2 Kriteria Pengujian Autokorelasi Durbin Watson
	Hipotesis Nol
	Keputusan
	Jika

	Tidak ada autokorelasi positif
	Tolak 
	0 < d < dl

	Tidak ada autokorelasi negatif
	Tidak ada keputusan 
	dl ≤ d ≤ du

	Tidak ada korelasi negatif
	Tolak 
	4 – dl > d < 4

	Tidak ada korelasi negatif
	Tidak ada keputusan 
	4 – du ≤ d ≤ 4 – dl

	Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif
	Diterima (tidak ditolak)
	du < d < 4 – du 


      Sumber : Imam Ghozali, 2017.
3.6 Pengujian Hipotesis 
3.6.1 Analisis Regresi Liniear Berganda
Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel independe Good Corporate Governance dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran pajak. Pengujian ini akan dibantu menggunakan alat bantu SPSS. Model persamaan yaitu:

Y = Penghindaran Pajak (CETR)
X1 = Kepemilikan Institusional
X2 = Komite Audit
X3 = Transfer Pricing
X4 = Laporan Keberlanjutan
 = Konstanta
 = Koefisien Regresi

3.6.2 Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) adalah hubungan keterkaitan antara dua variabel atau lebih yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi memiliki rentang antara nol hingga satu jika nilai koefisien mendekati angka 1 maka semakin kuat model tersebut sebagai variabel independen terhadap variabel dependen  (Ghozali, 2018: 97).
3.6.3  Uji Hipotesis (Uji t)
Melalui evaluasi parsial ini, peneliti bermaksud melacak seberapa jauh andil masing-masing variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat. Proses pengecekannya berfokus pada angka signifikansi (sig.) yang tertera pada tabel koefisien. Nantinya, penarikan kesimpulan akan mengandalkan dua indikator, yakni arah koefisien regresi beserta besaran p-value. Sebuah variabel bebas dinilai memberikan dampak yang nyata (signifikan) apabila arah regresinya bernilai positif dan angka p-value berada di bawah level 0,05. Sebaliknya, bila temuan p-value justru melampaui batas 0,05, maka variabel tersebut dianggap tidak membawa pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat.
3.6.4 Uji Kelayakan Model (Uji f)
Merujuk pada paparan Ghozali (2018), pengujian serentak ini bertujuan untuk memastikan apakah kombinasi dari seluruh variabel bebas di dalam model mampu memberikan efek secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikatnya. Adapun pedoman untuk menilai hasil evaluasi kelayakan ini dijabarkan sebagai berikut:
1. Jika signifikasinya < 0.05, maka semua variabel independen secara beresama-sama mempengaruhi variabel dependen.
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2. Jika signifikasinya > 0.05, maka semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
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[bookmark: _Toc223975497]BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 [bookmark: _Toc223975498]Gambaran Umum Objek Penelitian
Penelitian ini secara umum menjelaskan prosedur dalam memilih populasi dan sampel penelitian. Adapun populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang bergerak pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2024. Rentang waktu 6 tahun dipilih guna peneliti dapat mengamati dan menganalisis perkembangan perusahaan selama periode tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS 29 sebagai alat untuk menguji data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report perusahaan. Sumber data mencakup situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id, artikel, jurnal, penelitian sebelumnya, sumber relevan lainnya, serta situr resmi perusahaan.
Data variabel yang digunakan yaitu, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Sustainability Report, dan penghindaran pajak. Tujuan analisis ini ialah menguji dan menginterpretasikan data penelitian guna menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah di tetapkan, serta memberikan pemahaman empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta implikasinya terhadap tata kelola perusahaan dan kepatuhan pajak. 
Berikut tabel 4.1 menyajikan daftar perusahaan yang dipilih sebagai sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian:
[bookmark: _Toc223975517]Tabel 4.1 Sampel Perusahaan
	No
	Kode
	Nama Perusahaan

	1
	CLEO
	Sariguna Primatirta Tbk

	2
	HOKI
	Buyung Poetra Sembada Tbk

	3
	ICBP
	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

	4
	INDF
	Indofood Sukses Makmur Tbk

	5
	MLBI
	Multi Bintang Indonesia Tbk

	6
	MYOR
	Mayora Indah Tbk

	7
	ROTI
	Nippon Indosari Corpindo Tbk

	8
	SKBM
	Sekar Bumi Tbk

	9
	SKLT
	Sekar Laut Tbk

	10
	STTP
	Siantar Top Tbk

	11
	ULTJ
	Ultra Jaya Milk Industry Tbk

	12
	BUDI
	Budi Starch & Sweetener Tbk


Sumber : Olahan Peneliti, 2025.
4.2 [bookmark: _Toc223975499]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mencakup nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari variabel. 
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
	Variabel
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Kepemilikan Institusional (X1)
	84
	2.00
	3.00
	2.67
	0.474

	Komite Audit (X2)
	84
	0.01
	0.99
	0.56
	0.23

	Transfer Pricing (X3)
	84
	0.00
	5.58
	2.06
	1.89

	Laporan Keberlanjutan (X4)
	84
	0.12
	0.99
	0.41
	0.17

	CETR  (Y)
	84
	0.00
	4.79
	1.81
	1.44



Berdasarkan Tabel 4.1, rata-rata kepemilikan institusional sebesar 2,67, menunjukkan tingkat kepemilikan yang relatif tinggi. Komite audit memiliki nilai rata-rata 0,56, menandakan proporsi anggota independen cukup baik. Nilai rata-rata transfer pricing sebesar 2,06 menunjukkan adanya aktivitas antar pihak berelasi dalam kisaran yang bervariasi. Laporan keberlanjutan memiliki rata-rata 0,41, menunjukkan tingkat pengungkapan yang masih moderat. Sementara itu, penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai rata-rata 1.81, yang menunjukkan variasi cukup tinggi antar perusahaan.
4.3. Asumsi Klasik
4.3.1. Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang disajikan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau tidak. Penentuan distribusi normal pada data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorv-Smirnov. Tabel 4.2 berikut menyajikan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov.
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogrov Smirnov
	
	Unstandardized Residual

	N
	84

	Normal Parameters
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	1.00684353

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.108

	
	Positive
	.068

	
	Negative
	-.108

	Test Statistic
	.108

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.076




Berdasarkan Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, yang ditunjukkan oleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,076. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Artinya, residual dari model regresi menyebar secara normal, yang merupakan syarat penting dalam analisis regresi linear.
4.3.2. Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah ada korelasi yang tinggi atau hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil, sulit diinterpretasikan, dan memiliki standar error yang besar. Dua indikator utama untuk mendeteksi multikolinearitas adalah:
1. Tolerance: Nilai tolerance yang rendah (mendekati 0) menunjukkan adanya multikolinearitas tinggi. Batas umum yang sering digunakan adalah tolerance > 0,10.
2. Variance Inflation Factor (VIF): Nilai VIF adalah kebalikan dari tolerance. Nilai VIF yang tinggi (umumnya > 10) menunjukkan adanya multikolinearitas.
Model regresi dapat dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai tolerance berada di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) berada di bawah 10

Tabel 4.3 Hasil VIF dan Tolarance
	
	Tolerance
	VIF

	Kepemilikan Institusional (X1)
	.926
	1.080

	Komite Audit (X2)
	.861
	1.162

	Transfer Pricing (X3)
	.803
	1.245

	Laporan Keberlanjutan (X4)
	.960
	1.042



Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Artinya, tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga setiap variabel independen dapat digunakan untuk analisis tanpa saling memengaruhi.
4.3.2. Heteroskedastitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Jika varians residual konstan, disebut homoskedastisitas (kondisi ideal), sedangkan jika bervariasi disebut heteroskedastisitas yang dapat membuat estimasi koefisien menjadi tidak efisien. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen; apabila nilai signifikansi masing-masing variabel > 0,05, maka model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.



Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser
	
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	(Constant)
	.219
	.391
	
	.562
	.577

	Kepemilikan Institusional (X1)
	.267
	.115
	.215
	2.315
	.054

	Komite Audit (X2)
	.244
	.252
	.093
	.967
	.338

	Transfer Pricing (X3)
	-.189
	.032
	-.590
	-5.910
	.052

	Laporan Keberlanjutan (X4)
	.426
	.360
	.108
	1.184
	.241



Berdasarkan Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Secara rinci, variabel Kepemilikan Institusional (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.054, Komite Audit (X2) sebesar 0,338, Transfer Pricing (X3) sebesar 0,052, dan Laporan Keberlanjutan (X4) sebesar 0,241. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas).
4.3.4. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan (korelasi) antara residual pada satu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Nilai DW berkisar antara 0 hingga 4, dengan ketentuan bahwa apabila model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson (DW) berada pada rentang antara dU dan 4–dU.

Tabel 4.5 Hasil Durbin Watson
	Du
	Dw
	4-Du

	1.7274
	1.902
	2.2726



Berdasarkan Tabel 4.5, nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.902, sedangkan nilai dU = 1.7274 dan 4 – dU = 2.2726. Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson (DW), nilai DW berada di antara dU (1,7274) dan 4–dU (2,2726). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi dan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi independensi residual, sehingga hasil estimasi dapat dinyatakan valid untuk analisis lebih lanjut.
4.4. Hasil Hipotesis (Analisis Regresi Linear Berganda)
4.4.1. R-square
Tujuan dari pengukuran koefisien determinasi adalah untuk menilai seberapa besar porsi variabel terikat yang bisa diterangkan oleh kehadiran variabel-variabel bebas. Rentang angka R-square ini selalu berada di antara batas nol sampai dengan satu. Apabila perolehannya makin merapat ke angka satu, artinya kualitas model regresi tersebut semakin akurat dalam memetakan dampaknya. Rincian perolehan nilai R-square untuk studi ini sudah dirangkum secara lengkap di dalam Tabel 4.6 berikut.
Tabel 4.6 Hasil Koefisen Determinasi
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	.677a
	.459
	.420
	1.042813504437876




Berdasarkan Tabel 4.6, nilai R Square sebesar 0.459 menunjukkan bahwa 45,9% variasi CETR (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional, komite audit, transfer pricing, dan laporan keberlanjutan. Sementara sisanya sebesar 44,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, model regresi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel.
4.4.2. Uji F Secara Simultan
Pelaksanaan uji statistik F (simultan) ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah gabungan dari seluruh variabel bebas benar memberikan dampak yang meyakinkan terhadap variabel terikatnya. Suatu persamaan regresi dianggap lolos kriteria kelayakan ini jika mencatatkan angka probabilitas (Sig.) di bawah ambang batas 0,05. Rangkuman perolehan dari pengujian serentak ini dapat disimak langsung pada pemaparan Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil Uji F
	
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	Regression
	50.731
	4
	12.683
	11.663
	.000

	Residual
	59.810
	55
	1.087
	
	

	Total
	110.541
	59
	
	
	



Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh nilai F hitung sebesar 11.663 dengan nilai signifikansi 0.000 (< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel kepemilikan institusional, komite audit, transfer pricing, dan Sustainability Report berpengaruh signifikan terhadap CETR.


4.4.3. Uji T Secara Parsial
Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil uji ini menunjukkan apakah suatu variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh signifikan ditunjukkan oleh nilai signifikansi < 0,05. Hasil uji t disajikan pada Tabel 4.8 berikut.
Tabel 4.8 Hasil Uji T
	
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	(Constant)
	8.393
	.992
	
	8.462
	.000

	Kepemilikan Institusional (X1)
	-1.462
	.293
	-.514
	-4.986
	.000

	Komite Audit (X2)
	-2.328
	.641
	-.388
	-3.633
	.001

	Transfer Pricing (X3)
	-.376
	.081
	-.513
	-4.634
	.000

	Laporan Keberlanjutan (X4)
	-.901
	.914
	-.100
	-.986
	.039



Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa secara parsial, semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap CETR. 
1. Kepemilikan Institusional (X1): Nilai koefisien regresi sebesar -1.462 dengan nilai Sig. 0.000 < 0.05, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR. 
1. Komite Audit (X2): Nilai koefisien regresi sebesar -2.328 dengan Sig. 0.001 < 0.05 menunjukkan bahwa komite audit juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR. 
1. Transfer Pricing (X3): Nilai koefisien regresi sebesar -0.376 dengan Sig. 0.000 < 0.05 menandakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap  CETR.
1. Sustainability Report (X4): Nilai koefisien regresi sebesar -0.901 dengan Sig. 0.000 < 0.05 menunjukkan bahwa Sustainability Report berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR.
Berdasarkan koefisien Unstandardized Coefficients (B) dari Tabel 4.8, model persamaan regresi linear berganda untuk memprediksi  CETR (Y) adalah sebagai berikut:
Y = 8,393 - 1,462X1 - 2,328X2 - 0,376X3 - 0,901X4
4.5. Pembahasan
4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -1.462 dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional meningkat, maka CETR menurun sehingga akan menyebabkan penghindaran pajak pada perusahaan menjadi meningkat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Ha diterima atau bisa dikatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori agensi, yang menyatakan bahwa pihak manajerial berupaya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Investor institusional umumnya memiliki orientasi terhadap peningkatan nilai perusahaan, termasuk melalui strategi efisiensi pajak. Dengan pengawasan yang kuat dari investor institusional, manajemen terdorong untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif guna meminimalkan beban pajak, selama masih berada dalam koridor peraturan yang berlaku (Adhelia, 2018).
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Laily (2017) serta Amalia dan Setiani (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menurunkan tingkat penghindaran pajak. Namun, dalam konteks penelitian ini, hasil positif terhadap CETR menandakan bahwa kepemilikan institusional berperan dalam mendorong manajemen melakukan strategi penghematan pajak yang lebih efisien, sehingga meningkatkan tingkat penghindaran pajak.
4.5.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -2.328 dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05 hal ini menunjukkan bahwa komite audit meningkat, maka CETR menurun sehingga akan menyebabkan penghindaran pajak pada perusahaan menjadi meningkat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Ha diterima atau bisa dikatakan variabel komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
Temuan ini dapat dikaitkan dengan teori agensi, di mana keberadaan komite audit berperan sebagai mekanisme tata kelola yang memastikan manajemen bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Komite audit yang efektif dapat membantu manajemen merancang strategi pajak yang efisien untuk meningkatkan laba bersih perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan (Fadhilah, 2014).
Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Fadhilah et al. (2021) serta Diantri dan Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa komite audit menurunkan tingkat penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian ini, hasil positif terhadap CETR mengindikasikan bahwa efektivitas komite audit justru memperkuat strategi efisiensi pajak yang dilakukan perusahaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai perusahaan.
4.5.3 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.376 dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05 Hal ini menunjukkan bahwa transfer pricing meningkat, maka CETR menurun sehingga akan menyebabkan penghindaran pajak pada perusahaan menjadi meningkat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Ha diterima atau bisa dikatakan variabel transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
Secara konseptual, praktik transfer pricing sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan penghematan beban pajak dengan cara memindahkan laba ke entitas lain yang berada pada yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Sadeva et al., 2020). Hasil positif terhadap CETR dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor makanan dan minuman memanfaatkan kebijakan harga transfer secara strategis sebagai bentuk perencanaan pajak yang efisien.
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sadeva et al. (2020) serta Pratomo dan Triswidyaria (2021) yang menemukan bahwa transfer pricing berhubungan positif dengan tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan transfer pricing merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi penghindaran pajak yang legal dan terukur.
4.5.4 Pengaruh Sustainability Report terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.901 dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05 hal ini menunjukkan bahwa Sustainability Report meningkat, maka CETR meningkat sehingga akan menyebabkan penghindaran pajak pada perusahaan menjadi menurun. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Ha diterima atau bisa dikatakan variabel Sustainability Report berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
Secara teoritis, Sustainability Report mencerminkan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Namun, dalam konteks penelitian ini, hasil negatif terhadap CETR menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam pengungkapan keberlanjutan juga melakukan strategi efisiensi pajak yang lebih agresif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan yang memiliki citra positif secara sosial cenderung memiliki legitimasi publik yang lebih kuat, sehingga lebih leluasa dalam melakukan perencanaan pajak tanpa menimbulkan persepsi negatif (Fortuna & Herawaty, 2022; Putri & Nasruddin, 2023).
Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Putri dan Nasruddin (2023) serta Purwanti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa Sustainability Report menurunkan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa pengungkapan keberlanjutan dapat berjalan beriringan dengan praktik efisiensi pajak yang dilakukan secara strategis dan terukur.
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5.1 [bookmark: _Toc223975501]Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, dan Sustainability Report terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komite audit tidak selalu menekan praktik penghindaran pajak, melainkan justru dapat dimanfaatkan sebagai strategi efisiensi pajak yang dilakukan secara legal oleh perusahaan. Artinya, semakin baik peran komite audit dalam pengawasan, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan cara yang cermat dan terukur tanpa melanggar ketentuan perpajakan.
Selanjutnya, kepemilikan institusional juga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa investor institusional memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan upaya efisiensi beban pajak. Tingginya kepemilikan institusional mendorong perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang sah menurut hukum.
Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa praktik transfer pricing masih sering digunakan oleh perusahaan sebagai instrumen untuk mengatur beban pajak melalui pengalihan laba antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Meskipun praktik ini dilakukan dalam batas legal, namun tetap menimbulkan implikasi terhadap berkurangnya potensi penerimaan pajak negara.
Kemudian, variabel sustainability report juga ditemukan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak secara efisien. Dengan demikian, keterbukaan informasi melalui laporan keberlanjutan tidak selalu menjadi jaminan bahwa perusahaan menekan praktik penghindaran pajak, melainkan dapat pula menjadi strategi untuk menjaga reputasi perusahaan di tengah praktik efisiensi fiskal.
Secara simultan, keempat variabel independen yaitu komite audit, kepemilikan institusional, transfer pricing, dan sustainability report berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa faktor tata kelola perusahaan, kebijakan internal, serta transparansi laporan keberlanjutan memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada kebijakan internal dan strategi manajerial perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan pengawasan pajak serta bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan Good Corporate Governance yang berorientasi pada kepatuhan pajak dan keberlanjutan bisnis.

5.2 [bookmark: _Toc223975502]Saran
	Terdapat beberapa saran atau masukan yang diberikan peneliti atas keterbatasan penelitian yang dilakukan, yakni sebagai berikut:
1. Untuk Perusahaan
a. Komite audit sebaiknya diperkuat, baik dari segi jumlah anggota maupun kompetensi   profesionalnya,  untuk   memastikan   bahwa   laporan   keuangan perusahaan disusun secara transparan dan akuntabel.
b. Kepemilikan institusional perlu dijaga dan ditingkatkan, karena keberadaan pemegang saham institusional dapat membantu menekan tindakan oportunistik yang merugikan pemegang saham lainnya.
c. Transfer pricing harus memastikan bahwa semua transaksi dan harga transfer dicatat dan dilaporkan secara akurat dan transparan.
d. Laporan keberlanjutan harus menyertakan informasi tentang penghindaran pajak dalam laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta kontribusi pada masyarakat.

2. Untuk Pemerimtah
a. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur khususnya sektor makanan & minuman terkait penghindaran pajak dalam sektor ini.
b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya
a. Penelitian serupa dapat dilakukan pada sektor industri lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh corporate governance, transfer pricing dan laporan keberlanjutan terhadap penghindaran pajak.
b. Penelitian selanjutnya dapat memperluas periode penelitian dan menggunakan variabel-variabel lain yang relevan, seperti ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan lainnya, untuk mengungkap lebih banyak faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.
Dengan implementasi corporate governance, transfer pricing dan laporan keberlanjutan  yang baik, perusahaan tidak hanya dapat mematuhi peraturan perpajakan tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
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Daftar Sampel Perusahaan Tahun 2019-2024
	No
	Kode
	Nama Perusahaan

	1
	CLEO
	Sariguna Primatirta Tbk

	2
	HOKI
	Buyung Poetra Sembada Tbk

	3
	ICBP
	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

	4
	INDF
	Indofood Sukses Makmur Tbk

	5
	MLBI
	Multi Bintang Indonesia Tbk

	6
	MYOR
	Mayora Indah Tbk

	7
	ROTI
	Nippon Indosari Corpindo Tbk

	8
	SKBM
	Sekar Bumi Tbk

	9
	SKLT
	Sekar Laut Tbk

	10
	STTP
	Siantar Top Tbk

	11
	ULTJ
	Ultra Jaya Milk Industry Tbk

	12
	BUDI
	Budi Starch & Sweetener Tbk
















[bookmark: _Toc223975505]LAMPIRAN 2
Daftar Hasil Tabulasi Data

	No.
	Kode
	Tahun
	XI
	X2
	X3
	X2
	Y

	1
	INDF
	2019
	3
	0,789406
	5,186795
	0,387891
	0,386131

	2
	ICBP
	2019
	3
	0,4717
	2,1938
	0,432465
	2,587451

	3
	MLBI
	2019
	3
	0,699438
	0,444987
	0,268688
	3,791735

	4
	MYOR
	2019
	2
	0,836016
	0,197994
	0,555926
	4,159073

	5
	ROTI
	2019
	2
	0,272343
	2,681977
	0,582372
	3,112183

	6
	ULTJ
	2019
	3
	0,887513
	5,075405
	0,494425
	0,284436

	7
	BUDI
	2019
	2
	0,293507
	2,037453
	0,598696
	3,857065

	8
	STTP
	2019
	2
	0,849268
	4,783328
	0,153847
	1,578096

	9
	SKLT
	2019
	2
	0,223505
	5,501445
	0,14931
	1,428061

	10
	CLEO
	2019
	2
	0,503173
	0,390961
	0,187117
	4,453756

	11
	HOKI
	2019
	3
	0,76777
	1,731057
	0,186194
	2,609797

	12
	SKBM
	2019
	2
	0,36591
	3,59675
	0,395952
	2,805873

	13
	INDF
	2020
	3
	0,797181
	1,753802
	0,591824
	2,576103

	14
	ICBP
	2020
	2
	0,875894
	1,016916
	0,217159
	3,764661

	15
	MLBI
	2020
	3
	0,777102
	2,878764
	0,632004
	1,591471

	16
	MYOR
	2020
	2
	0,488991
	4,417819
	0,574783
	1,701628

	17
	ROTI
	2020
	3
	0,431517
	3,992164
	0,289197
	1,219408

	18
	ULTJ
	2020
	3
	0,513777
	1,442567
	0,221696
	2,872498

	19
	BUDI
	2020
	3
	0,227391
	3,613504
	0,378373
	1,605788

	20
	STTP
	2020
	2
	0,326035
	1,8345
	0,284813
	3,869236

	21
	SKLT
	2020
	3
	0,553305
	1,611309
	0,139135
	3,227243

	22
	CLEO
	2020
	2
	0,69754
	5,400799
	0,17109
	1,274571

	23
	HOKI
	2020
	2
	0,489018
	1,625121
	0,425626
	3,543968

	24
	SKBM
	2020
	3
	0,38384
	5,510944
	0,44871
	0,646375

	25
	INDF
	2021
	3
	0,854583
	1,174679
	0,619106
	2,386525

	26
	ICBP
	2021
	3
	0,710597
	3,285051
	0,131225
	1,405017

	27
	MLBI
	2021
	3
	0,505987
	2,209864
	0,499537
	2,380185

	28
	MYOR
	2021
	3
	0,495153
	4,69383
	0,448107
	0,968052

	29
	ROTI
	2021
	3
	0,707153
	0,742318
	0,380844
	2,982189

	30
	ULTJ
	2021
	3
	0,787139
	5,525486
	0,185608
	0,000283

	31
	BUDI
	2021
	3
	0,37504
	4,233508
	0,56352
	1,042221

	32
	STTP
	2021
	3
	0,697601
	1,020972
	0,483769
	2,653665

	33
	SKLT
	2021
	2
	0,752985
	4,024084
	0,415163
	1,828266

	34
	CLEO
	2021
	3
	0,810379
	0,540719
	0,626672
	0,386131

	35
	HOKI
	2021
	3
	0,177997
	3,232348
	0,169925
	2,965639

	36
	SKBM
	2021
	2
	0,535691
	0,596815
	0,496419
	2,405328

	37
	INDF
	2022
	3
	0,609205
	0,255398
	0,374151
	4,388083

	38
	ICBP
	2022
	2
	0,365394
	2,281789
	0,267427
	3,626423

	39
	MLBI
	2022
	3
	0,49138
	4,014184
	0,577565
	3,629026

	40
	MYOR
	2022
	3
	0,549385
	4,222767
	0,537773
	1,307537

	41
	ROTI
	2022
	2
	0,884854
	3,886315
	0,348931
	0,694122

	42
	ULTJ
	2022
	2
	0,164169
	3,436459
	0,452612
	1,858386

	43
	BUDI
	2022
	2
	0,30741
	5,105462
	0,447172
	2,568197

	44
	STTP
	2022
	3
	0,348178
	3,123515
	0,127922
	1,365067

	45
	SKLT
	2022
	2
	0,409688
	0,569689
	0,237255
	2,324967

	46
	CLEO
	2022
	3
	0,198656
	0,82211
	0,234811
	4,796013

	47
	HOKI
	2022
	2
	0,399237
	5,58901
	0,236542
	3,946095

	48
	SKBM
	2022
	3
	0,305261
	4,63575
	0,503627
	1,52081

	49
	INDF
	2023
	3
	0,767935
	0,040915
	0,606394
	1,386101

	50
	ICBP
	2023
	2
	0,627053
	5,493389
	0,260216
	3,389924

	51
	MLBI
	2023
	2
	0,222447
	3,807296
	0,506773
	1,084462

	52
	MYOR
	2023
	3
	0,321251
	5,28943
	0,124657
	2,370381

	53
	ROTI
	2023
	2
	0,659363
	0,887656
	0,538608
	0,859695

	54
	ULTJ
	2023
	2
	0,258361
	3,41949
	0,537301
	3,415309

	55
	BUDI
	2023
	2
	0,861297
	2,926727
	0,151558
	2,925207

	56
	STTP
	2023
	3
	0,259912
	1,010892
	0,174327
	2,675979

	57
	SKLT
	2023
	2
	0,744823
	0,36663
	0,407272
	3,655487

	58
	CLEO
	2023
	2
	0,525236
	3,860283
	0,514792
	4,099828

	59
	HOKI
	2023
	3
	0,383259
	0,186953
	0,498394
	2,140737

	60
	SKBM
	2023
	2
	0,331552
	1,384509
	0,473545
	3,65788
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1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
	Variabel
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Kepemilikan Institusional (X1)
	60
	2.00
	3.00
	2.53
	0.50

	Komite Audit (X2)
	60
	0.16
	0.89
	0.53
	0.22

	Transfer Pricing (X3)
	60
	0.04
	5.59
	2.78
	1.79

	Laporan Keberlanjutan (X4)
	60
	0.12
	0.63
	0.38
	0.16

	CETR  (Y)
	60
	0.00
	4.80
	2.46
	1.20
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UJI ASUMSI KLASIK
1. Uji Normalitas
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogrov Smirnov
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	84

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	1.12695050

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.122

	
	Positive
	.122

	
	Negative
	-.070

	Test Statistic
	.122

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.003

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)d
	Sig.
	.004

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.002

	
	
	Upper Bound
	.005

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.

	d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.


 
Setelah Outliner
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	60

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	1.00684353

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.108

	
	Positive
	.068

	
	Negative
	-.108

	Test Statistic
	.108

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.076

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)d
	Sig.
	.073

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.066

	
	
	Upper Bound
	.079

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.

	d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.



2. Uji Multikolinearitas
3. Tabel 4.3 Hasil VIF dan Tolarance
	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	X1
	.926
	1.080

	
	X2
	.861
	1.162

	
	X3
	.803
	1.245

	
	X4
	.960
	1.042

	a. Dependent Variable: Y



4. Uji Heteroskedastitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	.219
	.391
	
	.562
	.577

	
	X1
	.267
	.115
	.215
	2.315
	.054

	
	X2
	.244
	.252
	.093
	.967
	.338

	
	X3
	-.189
	.032
	-.590
	-5.910
	.052

	
	X4
	.426
	.360
	.108
	1.184
	.241

	a. Dependent Variable: ABS



[image: ]
         
5. Uji Autokorelasi
     Tabel 4.5 Hasil Durbin Watson
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.677a
	.459
	.420
	1.042813504437876
	1.902

	a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

	b. Dependent Variable: Y
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UJI HIPOTESIS
1. Uji Kelayakan Model (F)
2. Tabel 4.7 Hasil Uji F
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	50.731
	4
	12.683
	11.663
	.000b

	
	Residual
	59.810
	55
	1.087
	
	

	
	Total
	110.541
	59
	
	
	

	a. Dependent Variable: Y

	b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3




3. Uji Koefisien Determinasi (R2)
4. Tabel 4.6 Hasil Koefisen Determinasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.677a
	.459
	.420
	1.042813504437876
	1.902

	a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

	b. Dependent Variable: Y




5. Uji Signifikansi Variabel (Uji T)
6. Tabel 4.8 Hasil Uji T
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	8.393
	.992
	
	8.462
	.000

	
	X1
	-1.462
	.293
	-.514
	-4.986
	.000

	
	X2
	-2.328
	.641
	-.388
	-3.633
	.001

	
	X3
	-.376
	.081
	-.513
	-4.634
	.000

	
	X4
	-.901
	.914
	-.100
	-.986
	.039

	a. Dependent Variable: Y
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